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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor : 8225/Pdt.G/2022/PA.Im.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

   Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili  perkara

perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di  bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang

diajukan oleh : 

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Indramayu,  sebagai

Pemohon ; 

M E L A W A N 

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah

tangga,  dahulu  beralamat  di  Kabupaten  Indramayu,

sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti

di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ; 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; 

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam

persidangan ; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA

     Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

07 Desember  2022  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Indramayu pada tanggal  07 Desember  2022 pada register  perkara  nomor  :

8225/Pdt.G/2022/PA.Im.,  telah  mengajukan  permohonan  untuk  menjatuhkan

talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  XXXXXXXXXX,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Propinsi
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Jawa  Barat  (Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  XXXXXXXXXX  tanggal

XXXXXXXXXX) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

tinggal di tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Indramayu, dan selama

pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah  hidup  rukun

sebagaimana  layaknya  suami  istri  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang

bernama : Arza Quna (laki-laki, lahir tanggal 25/06/2017) ;

3. Bahwa kurang  lebih  sejak  bulan  Pebruari  2018  rumah tangga  Pemohon

dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang  penyebabnya  Termohon  tidak  menerima  keadaan  ekonomi  yang

kurang mencukupi dan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain

bernama Wahyudi ;

4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah

bercerai ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon  tersebut  terjadi  kurang  lebih  pada  bulan  Maret  2018,  yang

akibatnya sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah

berkumpul  serumah  lagi  dengan  Termohon  hingga  sekarang  selama  4

(empat) tahun 9 (sembilan) bulan ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi

tidak pernah membuahkan hasil ; 

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan

Termohon  sehingga  mengajukan  gugatan  ini  ke  Pengadilan  Agama

Indramayu ;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili  perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 
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2. Memberi  izin  kepada  Pemohon Ahmad  Juwanto  Alias  Juwanto  Bin

Kisnanto untuk mengucapkan Ikrar talak 1 (satu) Raj’i  terhadap Termohon

TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama  Indramayu ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah

datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya

yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media

massa  yang  telah  ditetapkan,  lagi  pula  tidak  ternyata  tidak  datangnya  itu

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; 

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilakukan  karena

pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan

tetap  dengan  permohonannya,  kemudian  pemeriksaan  dilanjutkan  sesuai

dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; 

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan  alat  bukti-bukti  berupa  foto  copy Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

XXXXXXXXXX tanggal  XXXXXXXXXX  yang dikeluarkan oleh Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (bukti P.1) ;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I,  umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Indramayu, saksi tersebut memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi  kenal  Pemohon dan Termohon karena saksi  tetangga

dan teman dekat Pemohon ; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, terakhir mereka

tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukra Wetan, Kecamatan

Sukra, Kabupaten Indramayu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; 

- Bahwa yang  saksi  ketahui  rumah tangga  Pemohon  dan  Termohon

semula  baik-baik  saja,  namun  sejak  bulan  Pebruari  2018  Pemohon

berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon tidak
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terima dengan nafkah yang kurang cukup dari  Pemohon serta menjalin

cinta denganlelaki lain bernama Wahyudi ; 

- Bahwa  sejak  bulan  Maret 2018 Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon entah ke mana sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta

tidak diketahui keberadaannya ;

- Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  mencari  keberadaan  Termohon

namun tidak berhasil ; 

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Indramayu, saksi tersebut memberikan keterangan di

bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon  dan  Termohon  karena  saksi  paman

Termohon ; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, terakhir mereka

tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukra Wetan, Kecamatan

Sukra, Kabupaten Indramayu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; 

- Bahwa yang  saksi  ketahui  rumah tangga  Pemohon  dan  Termohon

semula  baik-baik  saja,  namun  sejak  bulan  Pebruari  2018  Pemohon

berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon tidak

terima dengan nafkah yang kurang cukup dari  Pemohon serta menjalin

cinta dengan lelaki lain bernama Wahyudi ; 

- Bahwa  sejak  bulan  Maret 2018 Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon entah ke mana sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta

tidak diketahui keberadaannya ;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun

tidak berhasil ; 

       Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta

menerangkan  tidak  akan  mengajukan  alat  bukti  maupun  keterangan  lagi,

selanjutnya mohon putusan ; 

   Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

perkara  ini  dan  dianggap  telah  termuat  dan  menjadi  bagian  yang  tak

terpisahkan dari putusan ; 
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TENTANG HUKUMNYA

   Menimbang,  bahwa  isi  permohonan  Pemohon  secara  lengkap  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas ; 

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  termasuk  perkara  bidang

perkawinan  yang  pada  saat  dilangsungkannya  perkawinan,  pihak-pihak

beragama Islam serta  dilaksanakan menurut  ketentuan Hukum Islam,  maka

berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut Pengadilan dalam lingkungan

Badan Peradilan Agama ; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  adalah  suami  sah  dari  Termohon  yang

pernikahannya  dilangsungkan  pada  tanggal  XXXXXXXXXX  sebagaimana

ditunjukkan  oleh Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  XXXXXXXXXX  tanggal

XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra,

Kabupaten Indramayu (vide P.1), oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang

memiliki legal standing untuk menjatuhkan talak terhadap  Termohon ; 

Menimbang,  bahwa  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

dengan  surat-surat  panggilan  sebagaimana  tersebut  di  atas  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun sampai

pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang

di  persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  menghadap  sebagai

Kuasanya,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan alasan yang sah, oleh karena  itu perkara ini dapat diputus  tanpa

hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan

pula dengan sebuah pendapat di  dalam Kitab Al Anwar Juz II  halaman :  55

yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim  yang  berbunyi  sebagai

berikut : 

اثباتههبالبينة         جاز غيبة تواراو او بتعزز تعزز فانِ

Artinya : “Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi
atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ; 
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 Menimbang,  bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi  tidak

dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan

Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus

diselesaikan melalui putusan hakim ; 

Menimbang,  bahwa Pemohon pada  pokoknya  mendalilkan  sejak  bulan

Pebruari  2018  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus  disebabkan  Termohon  tidak  terima  dengan

kekurangan nafkah yang diberikan Pemohon serta menjalin cinta dengan lelaki

lain  bernama  Wahyudi,  akhirnya  pada  bulan  Maret  2018  Termohon  pergi

meninggalkan  Pemohon dengan  tidak  diketahui  ke  mana  tujuannya sampai

sekarang selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan tidak pernah kembali lagi

serta  tidak  diketahui  keberadaannya,  sedangkan  upaya  mencari  Termohon

sudah dilakukan namun tidak berhasil ; 

 Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan

atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum Islam,  yakni  perceraian  dengan alasan

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu

dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ; 

Menimbang,  bahwa  sikap  Termohon  yang  tidak  pernah  hadir  di

persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan

Pemohon  dalam surat  permohonannya,  dengan  demikian  dalil-dalil  tersebut

menjadi fakta persidangan ; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9

Tahun 1975 jo  pasal  134 Kompilasi  Hukum Islam, jika perceraian didasarka

atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar

keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ; 

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,

Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga

atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi
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keterangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menguatkan

dalil-dalil permohonan Pemohon ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tidak dibantah Termohon

serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta bahwa antara

Pemohon  dan  Termohon  pada  bulan  Pebruari  2018  antara  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  disebabkan

Termohon tidak terima dengan kekurangan nafkah yang diberikan Pemohon

serta menjalin cinta dengan lelaki lain bernama Wahyudi, akhirnya pada bulan

Maret 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tidak diketahui ke

mana tujuannya sampai sekarang selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan

tidak diketahui keberadaannya, sedangkan upaya untuk mencari  keberadaan

Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;  

Menimbang,  bahwa dengan  adanya  fakta-fakta  tersebut,  maka  telah

terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagaimana

diamanatkan  oleh  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21

tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;   

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas,

maka  permohonan  Pemohon  telah  memenuhi  alasan  hukum  sebagaimana

dimaksud  pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal  116 huruf f   Kompilasi

Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah

terbukti,  Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang

salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon,  hal  ini  sesuai  dengan  Yurisprudensi
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Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  38  K/A6/1990  tanggal  05

Oktober 1991 ; 

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah

terbukti,  Maka  Majelis  Hakim  tidak perlu  lagi  membuktikan dalil-dalil  yang

lainnya ;  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi

alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Pemohon

belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim

harus mengabulkan permohonan Pemohon secara  verstek  dengan memberi

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan  maka

berdasarkan  pasal  89  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan  Kedua dengan Undang–Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; 

Mengingat  segala  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku,  dan

dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

 

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Termohon  yang  telah dipanggil  secara resmi  dan patut untuk

menghadap di muka persidangan tidak hadir ; 

2.  Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; 

3.  Memberi  izin  kepada  Pemohon (Ahmad  Juwanto  alias Juwanto Bin

Kisnanto) untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu ; 

4.  Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.

620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

 

 Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  berdasarkan  musyawarah  Majelis

Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal

12 Syawal 1444 Hijriyah,  oleh Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Indramayu
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yang  terdiri  dari  Drs.  AKHMAD  TOPURUDIN,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua

Majelis,  serta  Drs.  HAMIDUDDIN,  dan  Drs.  H.  AHMAD FAUZI,  S.H.,  M.H.,

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis

tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

oleh  ERIKA  ANGGRAENI  YULISTIANINGSIH,  S.H., sebagai  Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

                 

     Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Hakim Anggota                                               Hakim Anggota

       Drs. HAMIDUDDIN                             Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp.     30.000,-
2. Biaya Proses Rp.     50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.   500.000,-
4. PNBP Panggilan Rp.     20.000
5. Biaya Redaksi Rp.     10.000,-
5. Biaya materai      Rp.     10.000,-

Jumlah                                Rp.   620.000,-      
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